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ABSTRAK 
 
Wahyuni Hardiyanti (E211 13 032), Sistem Penempatan Pegawai (Eselon IV) 
Pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, xvii + 132 halaman + 7 Tabel + 2 
Gambar + 37 Pustaka (2000-2016) + Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr. 
Baharuddin, M.Si. dan Drs. Nelman Edy,  M.Si. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai alokasi sumber daya manusia di dalam 
birokrasi Indonesia memegang peranan penting untuk memaksimalkan 
pelayanan demi kepentingan masyarakat. Dalam mewujudkan sumber daya yang 
berkualitas, pemerintah harus dapat memperbaiki sistem penempatan pegawai 
pada instansi/organisasi tersebut. Pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, 
masih terdapat beberapa masalah penempatan seperti masih ada pegawai 
(eselon IV) yang ditempatkan pada jabatan tertentu namun tidak sesuai dengan 
beberapa kualifikasi yang dimiliki. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penempatan 
pegawai (eselon IV) pada Sekretariat Daerah Kota Makassar dengan melihat 
pertimbangan syarat penempatan pegawai beserta peran serta BAPERJAKAT. 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, 
observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal 
dari data primer dan data sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya penempatan 
pegawai (eselon IV) pada Sekretariat Daerah Kota Makassar telah 
memperhatikan usulan dari BAPERJAKAT. Meski masih ada beberapa pegawai 
yang kurang sesuai dari segi kepangkatan dan pendidikan dan pelatihannya 
namun itu dianggap karena pegawai tersebut memiliki kecakapan/skill yang lebih 
dari pegawai lain sehingga diberikan kesempatan untuk menduduki jabatannya 
dengan melihat pengalaman serta prestasi kerja sebelumnya. Kompetensi 
manajerial dan kompetensi bidang yang dimiliki pegawai sudah dianggap mampu 
dalamnmenjalankanntugasnsesuaindengannjabatannya.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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ABSTRACT 
Wahyuni Hardiyanti (E211 13 032), System of Placement Employees 
(Echelon IV) at The Regional Secretariat City of Makassar, xvii + 132 pages 
+ 7 Tables + 2 Images + 37 Libraries (2000-2016) + Appendix + Guided by 
Prof. Dr. Baharuddin, M.Si. and Drs. Nelman Edy,  M.Si. 
Civil servants as the allocation of human resources in the Indonesian 
bureaucracy has an important role to maximize service for the sake of the interest 
of the society. In realizing the the quality resources, the government should be 
able to improve the system of placement employees in the agencies/organization. 
At The Regional Secretariat City of Makassar there are some problems about the 
placement as there are some employees (echelon IV) which is placed in certain 
positions but not in accordance with some qualifications they have. 
The purpose of this study was to determine the implementation of the 
placement of employees (echelon IV) at The Regional Secretariat City of 
Makassar with the view consideration of the terms of the placement of employees 
and the role of BAPERJAKAT. As for the research approach used is a qualitative 
approach that is descriptive. Data collection techniques were interview, 
observation, and studies document meanwhile the source of the data used 
comes from the primary data and secondary data.   
The results of this study show that in general the placement of employees 
(echelon IV) at The Regional Secretariat City of Makassar have noticed the 
proposals of the Baperjakat. Although there are still some employees who lack 
appropriate in terms of rank and education and training however it is considered 
because they have the ability/skill more than other employees so that the 
government given the opportunity to occupy their position based on the 
experience and achievements of their previous work. Managerial competencies 
and competency owned by employees have been deemed capable in performing 
the task according to their position. 
Keywords: placement of employees, position requirements, government. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu 
unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, di samping 
rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi 
pemerintah diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan 
guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. 
Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus berdasarkan 
pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam 
proses pelaksanaannya. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 
keberadaan birokrasi yang profesional (sumber daya manusia) menempati 
posisi sentral dan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 
bersih, melayani, efektif dan efisien, terbuka untuk dikontrol dan dikoreksi 
oleh masyarakat. 
Adanya perubahan lingkungan strategis dari fenomena globalisasi, 
telah menimbulkan paradigma baru pada semua aspek kehidupan manusia 
dalam berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut akan memberikan dua 
sisi dampak yang berbeda, satu sisi menimbulkan dampak yang negatif satu 
sisi lainnya menimbulkan dampak yang positif. Sisi positif paradigma baru 
dan globalisasi telah memunculkan tuntutan bagi masyarakat Indonesia 
pada tahun 1998, yaitu reformasi di segala bidang. Sedangkan  dalam 
birokrasi pemerintahan adanya suatu gagasan tentang reformasi birokrasi. 
Tuntutan reformasi birokrasi lebih banyak disebabkan oleh banyaknya kesan 
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atau citra buruk dari pada birokrasi itu sendiri, mulai dari sisi lembaganya 
yang gemuk, kuantitas pegawainya yang besar, sampai dengan kualitas 
pegawainya yang dinilai rendah dan tidak profesional. Kemudian komposisi 
birokrasi pemerintahan yang dinilai kuno sangat feodalistik, belum ditata 
sesuai dengan kaidah-kaidah nyata dalam birokrasi modern. 
Upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, 
bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan 
di zaman modern sekarang ini. Peristiwa dramatis yang membawa kondisi 
perekonomian kita terpuruk sehingga agak sulit bangkit kembali, merupakan 
tonggak kesadaran bagi kita semua untuk kembali menata sistem 
pemerintahan yang baik. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan 
yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu ialah penataan 
aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi 
pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya pegawai. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada 
tiap-tiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
mewujudkan sumber daya yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah 
daerah harus dapat memperbaiki sistem penempatan pegawai pada 
instansi/organisasi tersebut agar dapat berjalan dengan baik sehingga 
mampu memaksimalkan pelayanan demi kepentingan masyarakat. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di 
era globalisasi yang sarat dengan persaingan. Kenyataan tersebut menuntut 
profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan. 
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Pegawai Negeri Sipil sebagai alokasi sumber daya manusia di dalam 
birokrasi Indonesia memegang peranan penting demi mencapai perubahan 
yang diinginkan. Pegawai Negeri Sipil memiliki tiga fungsi yang melekat 
padanya. Fungsi tersebut adalah sebagai abdi negara, aparatur pemerintah 
serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah yang melakukan 
tugas-tugas pemerintah, Pegawai Negeri Sipil juga mengalami berbagai 
permasalahan. Dalam pencapaian fungsi-fungsi tersebut, salah satu 
permasalahan yang dihadapi adalah mengenai penempatan pegawai yang 
belum sesuai. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan haruslah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas negara 
lainnya yang ditetapkan. Penempatan pegawai yang tidak tepat tentunya 
akan memengaruhi produktivitas organisasi sehingga perlu diadakan 
penyesuaian antara kualifikasi, kompetensi, maupun persyaratan yang 
dibutuhkan dengan jabatan yang akan ditempati. Hal tersebut dapat tercapai 
keseimbangannya jika dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan 
yang sesuai dengan job description dan job specification, dan 
pengembangan karir. 
Sedarmayanti (2009:319) mengungkapkan bahwa kondisi kualitas 
profesionalisme rata-rata birokrasi yang masih belum memuaskan, salah 
satu penyebabnya adalah karena praktik manajemen sumber daya manusia 
yang belum benar. Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam 
setiap organisasi, termasuk dalam hal ini birokrasi pemerintah yang diawaki 
sumber daya aparaturnya sebagai birokrat. Birokrat sebagai salah satu 
unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utamanya 
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harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi pencapaian tujuan, tidak 
saja profesionalitas dan pembangunan citra pelayanan publik, tetapi juga 
sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam pendayagunaan aparatur 
negara, sejak rekrutmen (yang baik) selalu diupayakan berdasarkan 
kebutuhan formasi pegawai untuk mewujudkan kompetensi dengan 
kualifikasi sesuai standar yang ditetapkan. Pada karier dan promosi harus 
dilakukan berdasarkan pada prestasi kerja dikaitkan dengan sistem penilaian 
kerja yang objektif. 
Adapun menurut Yuliani (dalam Baharuddin & Isra Djabbar, 2014:12), 
besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tingkat pertumbuhannya 
semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil, 
kesalahan penempatan, ketidakjelasan karier, dan ketidaksesuaian 
kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang diemban. Hal ini akibat dari 
penempatan aparatur dalam jabatan melalui keputusan-keputusan 
pengangkatan yang lebih mengedepankan faktor like and dislike, loyality and 
disloyality, dan lebih bernuansa kepentingan politik pribadi dan golongan, 
akan sulit mewujudkan prinsip the right man in the right place untuk tujuan 
pembangunan birokrasi yang profesional. Seorang aparatur yang tidak 
didukung kemampuan, kompetensi, pendidikan, keterampilan, dan 
pengalaman kemudian dipaksakan diangkat atau ditempatkan pada jabatan 
tertentu, maka hanya akan mencederai dan merusak tatanan birokrasi, 
mengganggu fungsi-fungsi organisasi dan akan memunculkan perilaku yang 
tidak profesional, serta akan menimbulkan persoalan baru dan hanya akan 
menjadi beban birokrasi. 
5 
 
 
Hingga saat ini masih ditemukan keputusan kepala daerah dalam 
menempatkan seorang pegawai, seringkali bukanlah didasarkan pada 
ketentuan yang berlaku, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan politik 
dan faktor like and dislike. Pimpinan daerah atau para pengambil kebijakan 
biasanya sengaja memilih orang-orang yang disukai atau memiliki hubungan 
kedekatan/kekerabatan dengannya untuk diangkat atau ditunjuk menempati 
suatu jabatan strategis. Realitas demikian menimbulkan implikasi luas pada 
pendistribusian sumber daya manusia yang cenderung tidak didasarkan 
pada pendekatan profesionalisme, melainkan lebih dominan kepada 
pendapat politik semata. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni 
Walikota sebagai pemimpin tertinggi memiliki wewenang dan pengaruh yang 
sangat kuat. Maka, peranan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) dalam memberikan pertimbangan dan masukan secara 
objektif kepada Walikota sangat menentukan dalam mewujudkan agenda 
reformasi birokrasi. 
Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai salah satu unsur 
pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berwenang 
mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan 
dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat 
daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 
tersebut dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kualifikasi, 
kompetensi, dan kemampuan dengan profesionalisme yang sesuai dengan 
tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu dalam penempatan pegawai tersebut 
harus mempertimbangkan syarat-syarat jabatan yang telah ditetapkan baik 
itu dari segi jenjang pangkat, latar belakang pendidikan formal, pendidikan 
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dan pelatihan yang pernah diikuti, dan prestasi kerja serta kompetensi 
manajerial maupun kompetensi bidang pegawai yang bersangkutan. 
Dalam penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kota Makassar 
khususnya eselon IV masih terdapat beberapa pegawai yang menduduki 
jabatannya namun memiliki pangkat yang tidak sesuai dan beberapa 
pegawai lainnya belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 
(Diklatpim IV) berdasarkan syarat jabatan yang telah ditetapkan. Padahal 
setiap aparatur yang hendak menempati suatu jabatan diharuskan memiliki 
pangkat dan mengikuti Diklatpim sesuai dengan perjenjangannya. Hal 
tersebut sebagai syarat penempatan pegawai dalam jabatan tertentu dan 
tentunya perlu untuk diperhatikan. 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Penempatan Pegawai 
(Eselon IV) pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.” 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan penempatan 
pegawai (eselon IV) pada Sekretariat Daerah Kota Makassar?” 
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I.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah “untuk 
mengetahui pelaksanaan penempatan pegawai (eselon IV) pada 
Sekretariat Daerah Kota Makassar.” 
I.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya yang berguna bagi 
kemajuan dan perkembangan Ilmu Administrasi Negara secara lebih 
khusus untuk konsentrasi kebijakan dan manajemen publik. Penelitian ini 
juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada 
civitas akademika mengenai pengembangan praktik pelaksanaan sistem 
penempatan pegawai pada instansi pemerintah. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan 
sebagai bahan/informasi bagi instansi yang bersangkutan guna 
mengambil langkah-langkah secara konkret dalam rangka peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan menjadi bahan masukan dalam 
pengambilan keputusan penempatan pegawai sehingga dapat melakukan 
tugas dan tanggung jawab dengan baik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Makassar dan  
difokuskan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar sebagai pelaksana urusan 
pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
bidang kepegawaian. 
III.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis 
untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem penempatan pegawai 
pada Sekretariat Daerah Kota Makassar. Penelitian ini muncul karena 
adanya perubahan paradigma sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu 
yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Penelitian 
desktriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 
yang lain (Sugiyono, 2006: 11). 
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III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat 
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. 
Adapun dasar penelitiannya yaitu wawancara kepada 
narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang 
berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
III.4. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Dalam penelitian ini 
yang menjadi fokus penelitian adalah sistem penempatan  pegawai (eselon 
IV) pada Sekretariat Daerah Kota Makassar dengan memperhatikan 
pertimbangan pemenuhan syarat-syarat penempatan pegawai. Penempatan 
pegawai dalam suatu jabatan harus didasarkan pada kualifikasi dan 
kompetensi yang dimiliki sehingga akan lebih meningkatkan keefektifan dan 
efisiensi dari kinerja seorang aparat pemerintah dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kualifikasi dan kompetensi dari 
pegawai yang bersangkutan sangat penting untuk diperhatikan. Adapun 
pertimbangan pemenuhan syarat-syarat penempatan pegawai yang 
dimaksud, yaitu: 
1. Unsur administrasi, mencakup tentang jenjang pangkat, latar belakang 
pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, dan  
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prestasi kerja yang dimiliki pegawai guna mendukung kinerja pada 
jabatan tertentu; 
2. Unsur kompetensi manajerial, mencakup tentang kemampuan mengelola 
SDM dan kemampuan mengelola pekerjaan yang dimiliki pegawai; 
3. Unsur kompetensi bidang, mencakup tentang pemahaman bidang tugas 
dan kemampuan pegawai dalam menyusun program kerja. 
 
III.5. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data penelitian ini adalah : 
1. Data Primer 
Menurut Sugiyono (2012:156) sumber primer adalah sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam 
penelitian ini data primer yang diperoleh dari informan yang bersangkutan 
dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. 
2. Data Sekunder  
Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 
lewat dokumen (Sugiyono, 2012:156). Data sekunder pada penelitian ini 
merupakan data yang dapat dicari sumber-sumber bacaan baik berupa 
buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan, 
maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data 
primer. 
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III.6. Narasumber atau Informan 
Narasumber atau informan merupakan orang-orang yang berpotensi 
untuk memberikan informasi di Sekretariat Daerah Kota Makassar. Informan 
dalam penelitian yang berkaitan dengan sistem penempatan pegawai di 
Sekretariat Daerah Kota Makassar yaitu: 
1. Sekretaris BKPSDMD Kota Makassar; 
2. Kabid Pengembangan Karier dan Hak-Hak ASN BKPSDMD Kota 
Makassar; 
3. Kabid Diklat dan Pengembangan Kompetensi BKPSDMD Kota Makassar; 
4. Kasubid Pengolahan Data dan Informasi ASN BKPSDMD Kota Makassar; 
5. Kasubid Mutasi dan Promosi BKPSDMD Kota Makassar; 
6. Kasubid Pola Karier dan Pengembangan Kompetensi BKPSDMD Kota 
Makassar; 
7. Kabag Organisasi dan  Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar; 
8. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar; 
9. Kabag Layanan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 
Kota Makassar; 
10. Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi dan  Tata Laksana 
Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
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III.7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang ditandai dengan pertemuan 
dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, 
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu 
(Esterberg dalam Sugiyono, 2012:316). Wawancara dapat dilakukan 
secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui 
tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon 
(Sugiyono, 2006:157). Adapun wawancara yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. 
2. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti. Kegiatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh 
keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti di 
Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
3. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, 
maupun karya tulis ilmiah. 
III.8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 
responden atau sumber data lain terkumpul. Proses analisis data dilakukan 
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terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, yaitu: dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 
dalam catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya sampai dengan 
penarikan kesimpulan. Di dalam menganalisis data peneliti lebih mengacu 
kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri 
dari beberapa tahapan, antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke 
lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan 
sumber data yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan 
trasnkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai 
dengan masalah dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat 
penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks 
naratif, grafik jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam 
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan 
dengan tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang 
mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab 
akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat 
dengan menggunakan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan sehingga data-data dapat diuji validnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1. Kesimpulan 
Hasil penelitian terkait pelaksanaan penempatan pegawai (eselon IV) 
pada Sekretariat Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa pada umumnya 
penempatan pegawai sudah sesuai dengan kualifikasi, syarat jabatan, dan 
kompetensi di bidangnya masing-masing. Penempatan pegawai juga telah 
memperhatikan usulan dari BAPERJAKAT yang kemudian menjadi bahan 
pertimbangan PPK dalam memilih dan menempatkan pegawainya. Meski masih 
ada beberapa pegawai yang kurang sesuai dari segi kepangkatan dan 
pendidikan dan pelatihannya namun hal itu karena pegawai tersebut memiliki 
kecakapan/skill yang lebih dari pegawai lain sehingga diberikan kesempatan 
untuk menduduki jabatannya dengan melihat pengalaman serta prestasi kerja 
sebelumnya. 
Dari segi kompetensi yang dimiliki pegawai sudah dianggap mampu 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang 
ditempatinya, baik kompetensi manajerial maupun kompetensi bidang. Selain 
kompetensi dalam individu pegawai tersebut juga dipengaruhi oleh arahan-
arahan dari pimpinan dan kerjasama dengan bawahan agar tercapai kinerja 
yang baik.  
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V.2. Saran 
BAPERJAKAT harus betul-betul memperhatikan rekam jejak yang 
dimiliki oleh pegawai untuk dapat ditempatkan pada jabatannya baik dari segi 
kepangkatan, latar belakang pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang 
diikuti, hingga prestasi kerja pegawai. Kompetensi yang dimiliki pegawai baik itu 
kompetensi manajerial dan kompetensi bidang harus dapat menunjukkan bahwa 
pegawai tersebut mampu bekerja secara profesional sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya dalam instansinya. Olehnya itu, kompetensi yang dimiliki pegawai 
dapat lebih ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang 
berkaitan langsung dengan bidang tugas masing-masing. 
Diharapkan dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 
saat ini, ke depannya penataan birokrasi pemerintahan Indonesia semakin 
demokratis, akuntabel, dan transparan sehingga mampu menghasilkan 
pegawai-pegawai yang lebih berkompeten. Selain itu, proses assessment center 
yang baru diterapkan pada pegawai jabatan eselon II untuk segera dapat 
diterapkan pada pegawai jabatan eselon III dan IV hingga ke staf/bawahan.  
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